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Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pemeriksaan 
tindak pidana perkosaan dalam keluarga (incest) berkaitan dengan UU no. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta); Hambatan-hambatan dan 
bagaimana pemecahan masalah tersebut dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana 
perkosaan dalam keluarga (incest) berkaitan dengan UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 
Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris 
yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 
primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan data sekunder Penulis menggunakan bahan hukum 
primer berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak dan untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperlukan untuk menunjang  
bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Proses pemeriksaan persidangan 
kasus perkosaan dalam keluarga kaitanya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa dalam pemeriksaan persidangan kasus 
tersebut bentuk perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau 
perlindungan tidak langsung; Hambatan-hambatan dalam upaya Proses pemeriksaan persidangan 
kasus perkosaan dalam keluarga kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta terutama terletak pada ketidak hadiran 












Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum 
(skripsi) ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan meningkatnya laju pertambahan penduduk yang tinggi 
maka semakin meningkat pula permasalahan yang timbul dalam suatu 
negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut tentunya berkaitan 
dengan masalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi menurunnya 
kemampuan ekonomi dari masyarakat yang berakibat pada  perubahan 
kondisi sosial masyarakat pada suatu lingkungan tertentu. Hal tersebut 
mempunyai dampak yaitu meningkatnya angka pengangguran yang 
disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan. Berbagai bentuk dari 
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kejahatanpun  timbul dan berkembang dalam masyarakat karena adanya 
proses perubahan kondisi sosial dalam masyarakat tersebut. 
Akhir-akhir ini dapat dilihat dalam setiap pemberitaan di media cetak 
maupun elektronik yang memperlihatkan bahwa adanya peningkatan angka 
kejahatan yang signifikan. Perbuatan tindak pidana dari waktu-kewaktu 
mengalami banyak sekali keragaman. Kejadian-kejadian semacam itu 
tentunya dapat memberikan wacana kepada para aparat penegak hukum 
dalam melakukan  tindakan preventif dan represif  bagi upaya penegakan 
hukum yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari 
mengalami perkembangan. 
Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tujuan 
dari hukum yaitu adanya ketertiban sosial. Penegakan hukum di bidang 
hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif 
lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang lainnya. Hal ini terlihat dari 
banyaknya produk hukum baru seperti undang-undang yang baru yang 
mempunyai tujuan untuk mengcover berbagai tindak pidana yang baru yang 
sebelumnya belum diatur oleh  undang-undang yang mengatur tentang tindak 
pidana tersebut. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya 
aparatur penegak hukum melaksanakan tugas di bidang represif adalah 
dengan menerapkan berbagai produk hukum seperti Undang-undang, 
Peraturan pemerintah dan berbagai macam sumber-sumber hukum yang lain 
yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil 
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana yang selanjutnya 
diproses dengan menerapkan ketentuan hukum formil yaitu hukum acaranya. 
Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik 
setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui 
sendiri tentang terjadinya tindak pidana. Komponen penegak hukum dari 
hukum pidana terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum yang 
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masing-masing mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri yang telah 
diatur dalam undang-undang.  
Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana 
perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana 
terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat 
kejahatan terhadap kesusilaan yang tersebar pada pasal 281 hingga 303 
KUHP. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar 
berkaitan dengan seksualitas. Salah satu jenis kelainan seksual adalah 
hubungan seks yang dilakukan bersama seseorang yang masih ada hubungan 
darah (Incest) yang biasanya adalah terhadap anak-anak.  
Berkaitan dengan adanya tindak pidana perkosaan dalam keluarga 
atau incest yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak, maka perlu 
adanya perlindungan terhadap anak. Hal ini berkaitan dengan kondisi 
psikologis anak yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan di 
sekitarnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan dengan 
bentuk pemberian hak dan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dalam 
berbagai cara, salah satunya dengan memformulasikan dan mengaplikasikan 
Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam 
bentuk penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul : 
”PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN 
DALAM KELUARGA (INCEST) BERKAITAN DENGAN UU NO. 23 
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS 
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)” 
 
B. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka penulis dapat menentukan 
perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana perkosaan dalam 
keluarga berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak di Pengadilan Negeri Surakarta ? 
2. Hambatan apakah yang terjadi dalam proses pemeriksaan tindak pidana 
perkosaan dalam keluarga berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan adanya perumusan masalah, maka penulis dapat 
memberikan tujuan penelitian yang meliputi : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengkaji proses pemeriksaan tindak pidana perkosaan dalam 
keluarga berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Mengkaji hambatan yang ditemui dalam proses pemeriksaan tindak 
pidana perkosaan dalam keluarga berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menghimpun dan mengolah data dalam suatu penelitian sebagai 
bahan penulisan skripsi untuk melengkapi persyaratan guna mencapai 
suatu tujuan untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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b. Meningkatkan, memperdalam, serta mengembangkan berbagai kajian 
teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah maupun dalam 
praktek lapangan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat praktis, yaitu memberi masukan kepada mahasiswa dan 
masyarakat mengenai pemeriksaan kasus perkosaaan terutama yang 
korbannya yang masih ada hubungan darah dengan pelaku di Pengadilan 
Negeri Surakarta beserta hambatannya. 
2. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat 
memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada 
umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis 
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan 
dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 32). Dalam hal ini 
penelitian skripsi meneliti tentang kasus perkosaan terhadap korban yang 
masih ada hubungan darah dengan pelaku berdasarkan data dari kasus 
yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan selanjutnya 
menganalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan melakukan 
wawancara dengan hakim yang menangani kasus perkosaan terhadap 
korban yang masih mempunyai hubungan darah dengan pelaku. 
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2. Sifat Penelitian 
Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
diteliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 10). Dalam hal ini penelitian skripsi 
meneliti tentang kasus perkosaan terhadap korban yang masih mempunyai 
hubungan darah dengan pelaku berdasarkan data dari kasus yang pernah 
ditangani oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan selanjutnya menganalisa 
berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan melakukan wawancara 
dengan hakim yang menangani kasus perkosaan terhadap korban yang 
masih mempunyai hubungan darah dengan pelaku. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri 
Surakarta telah menangani kasus perkosaan terhadap korban yang masih 
mempunyai  hubungan darah dengan terdakwa dan telah dilakukan 
persidangan maka penulis dapat memperoleh data dari putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta tentang kasus perkosaan terhadap korban yang masih 
mempunyai hubungan darah dengan terdakwa tersebut. 
4.  Jenis Data 
 Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas 
terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan 
arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data 
ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang 
diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang 
tepat (H.B Sutopo,2002 : 180). 
a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh 
dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang 
sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu dari hasil wawancara dengan 
anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus kasus tersebut. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara 
tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, 
peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan 
kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh 
secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh 
seseorang dalam suatu kumpulan data seperti dokumen, buku atau hasil 
penelitian terlebih dahulu. 
5. Sumber Data Penelitian 
a. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 
pertama yaitu keterangan yang dihimpun dari wawancara dengan hakim 
di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang digunakan sebagai 
pelengkap dalam menyusun penulisan skripsi ini, meliputi : 
1) Bahan hukum primer 
a)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
c)  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
d)  UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
2) Bahan hukum sekunder 
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a) Putusan kasus perkosaan terhadap korban yang masih ada 
hubungan darah di Pengadilan Negeri Surakarta. 
b) Buku literatur 
3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara Mendalam 
Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 
informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara 
lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan orang 
tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Soerjono Soekanto, 
1984 hal. 121) menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang 
didapat dari pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
wawancara yaitu : 
1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan 
cepat. 
2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan 
yang diajukan adalah tepat. 
3) Bersifat luwes. 
4) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila 
jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah 
yang diteliti. 
5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa secara langsung. 
 Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model 
wawancara penelitian yang tidak bersifat terstruktur sehingga dapat 
menggali informasi secara lebih leluasa dan lebih detail atau teliti 
terhadap sumber informasi (subyek penelitian) dan tidak melewati 
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batas ruang lingkup masalah yang diteliti, dengan demikian kebenaran 
jawaban dapat diperiksa secara langsung oleh peneliti.  
  Dalam pelaksanaannya peneliti sebagai pewawancara 
menguraikan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti 
maksud pertanyaannya kepada responden dan mencatat jawaban dari 
responden tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan 
wawancara semula ataupun keluar dari batasan ruang lingkup masalah 
yang diteliti. 
Wawancara dilakukan dengan responden penelitian yaitu 
hakim yang menangani kasus tersebut. Sedangkan wawancara yang 
digunakan dengan tehnik mengajukan daftar pertanyaan kepada 
responden baik secara terbuka maupun secara tertutup. 
b. Studi Kepustakaan 
Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 
menggunakan tehnik pengumpul data dengan jalan membaca dan 
mempelajari buku-buku kepustakaan. 
7. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang 
sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban 
guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di 
atas. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan 
interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data 
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan 
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 2002 : 8 ). 
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Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data  
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari 
data fieldnote. 
b. Penyajian Data  
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data 
dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan 
kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel. 
c. Kesimpulan atau verifikasi 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 
berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, 
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi 
kesimpulan yang diverifikasi. 
Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model 













Komponen-komponen Analisis Model Interaktif 




Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada 
waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan 
sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya 
peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan 
memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. 
Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen 
tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 
masalah yang diteliti. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
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BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini berisi tentang tinjauan proses pemeriksaan perkara 
pidana yang terdiri dari acara pemeriksaan biasa, acara 
pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat. Tinjauan tindak 
pidana perkosaan yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan 
pengertian tindak pidana perkosaan. Tinjauan tentang perlindungan 
anak yang terdiri dari pengertian anak dan UU 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yaitu pelaksanaan 
pemeriksaan tindak pidana perkosaan dalam keluarga berkaitan 
dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di 
Pengadilan Negeri Surakarta serta hambatan yang terjadi dalam 
proses pemeriksaan tindak pidana perkosaan dalam keluarga 
berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 
BAB IV PENUTUP  








A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Mengenai Proses Pemeriksaan Perkara Pidana 
Sebelum membahas mengenai proses pemeriksaan perkara pidana perlu diketahui 
bahwa KUHAP membedakan 3 acara pemeriksaan perkara, yaitu pemeriksaan perkara 
biasa, singkat dan cepat. (Andi Hamzah, 1997 : 244). 
a. Pemeriksaan perkara biasa (Pasal 152-182 KUHAP) 
Adalah pemeriksaan perkara dengan prosedur yang standart sesuai dalam 
Hukum Acara Pidana. (Adami Chasawi, 2005 : 140). Pemeriksaan perkara pidana 
diawali dengan adanya penentuan hari sidang yang dilakukan oleh Hakim yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara tindak pidana yang 
didakwakan. Dalam hal ini Hakim tersebut memerintahkan kepada Penuntut Umum 
supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan (Pasal 
152 ayat 2 KUHAP). Dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa digunakan 
prosedur dan alur persidangan sebagai berikut : 
1) Pembukaan Sidang 
Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk 
umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah 
anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP). Ketentuan tentang pengecualian ini 
dapat dibaca di bagian depan KUHAP, tentang asas-asas dalam hukum acara 
pidana. 
Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang 
dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153 ayat 2) jika kedua ketentuan 
tersebut tidak dipenuhi, maka akan  batal demi hukum (Pasal 153 ayat 4). 
Dalam persidangan pidana yang pertama dipanggil masuk ialah terdakwa, ia 
dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 153 ayat 1 yang 
mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah 
keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. 
Apabila terdakwa tidak hadir, ketua majelis hakim sidang meneliti 
apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah 
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hakim ketua sidang dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada 
jaksa penuntut umum supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari 
sidang berikutnya yang telah dijadwalkan oleh penitera atas persetujuan hakim 
(Pasal 154 ayat 3 KUHAP) 
2) Pemeriksaan Identitas Pelaku 
Mula-mula hakim menanyakan identitasnya seperti nama, tempat 
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaannya serta mengingatkan kepada terdakwa supaya 
memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan 
(Pasal 155 ayat 1 KUHAP).  
3) Pembacaan Dakwaan 
Hakim ketua sidang mempersilahkan Penuntut Umum membacakan 
surat dakwaannya, kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada 
terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa tidak 
mengerti, Penuntut Umum atas permintaan ketua majelis hakim  sidang wajib 
memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat 2 KUHAP). Penjelasan 
Pasal tersebut mengatakan bahwa penjelasan oleh Penuntut Umum itu untuk 
menjamin hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, dan hanya dapat 
dilakukan pada permulaan sidang. Sesudah pembacaan dan penjelasan surat 
dakwaan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa atau penasehat hukumnya 
dapat mengajukan keberatan tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa 
perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus 
dibatalkan.  
4) Keberatan Terdakwa atau Penasehat Hukum (Eksepsi) 
Apabila terdakwa atau penasehat hukum menyatakan keberatan, maka 
terdakwa dan, atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menyatakan 
pendapatnya. Kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk 
selanjutnya hakim dapat mengambil keputusan diterima atau tidaknya 
keberatan tersebut (Pasal 15 ayat 1 KUHAP). Jika keberatan tersebut diterima 
oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan Penuntut Umum 
dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan (Pasal 156 ayat 2 dan 3). Dalam ketentuan dalam 
Pasal 156 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal perlawanan yang 
diajukan oleh terdakwa atau panasehat hukumnya diterima oleh Pengadilan 
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Tinggi dalam waktu empat belas hari setelah persidangan tingkat pertama. 
Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang 
untuk memeriksa perkara itu, menurut pendapat Penulis tidak sempurna dan 
tidak  sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 KUHAP tersebut seperti 
telah dikemukakan di muka, karena keberatan terdakwa atau penasehat 
hukumnya menurut Pasal 15 ayat 1 KUHAP tersebut tidak hanya mengenai 
ketidakwenangan Pengadilan Negeri, tetapi juga mengenai dakwaan tidak 
dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan. 
5) Pemeriksaan saksi 
Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 10 KUHAP bahwa yang 
pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. 
Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan 
hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa 
atau penasehat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam 
Pasal 10 KUHAP yang mengatakan bahwa saksi baik yang menguntungkan 
maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan 
perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau 
Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya 
putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar saksi tersebut. 
6) Pemeriksaan Terdakwa 
Dalam hal pemeriksaan terdakwa memuat : identitas, tanggal, hari, 
jam sidang, tempat persidangan dan untuk apa ia dipanggil, pemanggilan harus 
sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Surat 
panggilan juga disampaikan kepada saksi-saksi yang memuat : tanggal, hari, 
jam sidang, tempat persidangan dan untuk apa ia dipanggil, pemanggilan harus 
diterima oleh saksi selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. 
7) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan dari Penuntut Umum menyebutkan dengan jelas tempat dan 
waktu perbuatan tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan 
menyebutkan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk 
dapat memasukkan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh hukum pidana 
dan dari perbuatan itu diancam suatu hukuman pidana. Masing-masing pihak 
menempati tempatnya masing-masing, maka Hakim Ketua menanyakan segala 
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sesuatunya berkenaan dengan persiapan persidangan ini kepada 
panitera/panitera pengganti, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tentang 
persiapan masing-masing. Ketua Majelis meminta Penuntut Umum, agar 
membawa masuk ke persidangan, terdakwa dalam keadaan bebas, artinya ia 
tidak dalam keadaan terbelenggu . Guna meyakinkan terdakwa in materiil, 
maka ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa. 
8) Pembelaan Terdakwa Atau Penasehat Hukum 
Terhadap tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 
pidana, terdakwa dan, atau melalui penasehat hukumnya melakukan pembelaan 
hukum untuk mementahkan tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum.  
9) Pemberian Bantuan Hukum 
Bantuan hukum pada hakekatnya adalah segala upaya pemberian 
bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh 
dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses 
peradilan pidana 
10) Pertimbangan Hakim 
Dalam hukum acara pidana hakim harus mencari kebenaran materiil 
yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan keterangan-keterangan dan 
alat bukti lain dalam sidang pengadilan, sedangkan dalam hukum acara perdata 
mencari kebenaran formil atau kebenaran hitam diatas putih sesuai dengan 
bukti-bukti dalam surat-surat yang syah atau autentik. 
Guna membuktikan tindak pidana perkosaan penulis mengacu pada 
salah satu sistem pembuktian yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana. 
Adapun sistem pembuktian yang pernah ada dibagi menjadi 4 macam yaitu :  
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a) Sistem pembuktian yang positif (positief wetelijk) 
b) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan 
Hakim semata-mata (conviction intime).  
c) Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan Hakim yang 
didasarkan pada pertimbangan Hakim yang logis 
(laconviction raisonnee).  
d) Sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk), dalam 
sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya 
alat bukti yang diperoleh dari barang bukti, dimana alat 
bukti itu Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu 
bersalah atau tidak bersalah. Sistem ini dianut oleh Hukum 
Acara Pidana Indonesia. (Adami Chasawi, 2005 : 200).   
11) Putusan 
Setiap putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana merupakan salah 
satu dari tiga kemungkinan : 
a.) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib. 
b.) Putusan bebas. 
c.) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. (Andi Hamzah, 1997 : 294) 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam 
putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan putusannya. Berbeda dengan Ned. Sv yang tidak 
menyebut apakah yang dimaksud dengan putusan (vonnis) itu, KUHAP 
Indonesia memberi definisi tentang putusan (vonnis) sebagai berikut : 
Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
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b. Pemeriksaan perkara singkat (Pasal 203 – 204 KUHAP) 
 Adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam 
ketentuan Pasal 205 KUHAP yaitu perkara yang  diancam dengan pidana penjara 
atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu 
lima ratus rupiah, dan menurut ketentuan Penuntut Umum pembuktian dan 
penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (Andi Hamzah, 1997 : 245). 
Dalam pemeriksaan perkara singkat terdapat ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 
1) Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan catatan 
kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakannya dengan 
menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana tersebut 
dilakukan. 
2) Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan. 
3) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. 
4) Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut. 
Pemeriksaan menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan 
atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 dan yang menurut 
Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 
sederhana. Perlu ditekankan di sini kata-kata : menurut Penuntut Umum 
pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana, yang menunjukkan bahwa 
Penuntut Umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. 
Pemeriksaan singkat itu dahulu disebut pemeriksaan sumir.  
c. Pemeriksaan perkara cepat (Pasal 205 – 216 KUHAP) 
Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Bab XVI KUHAP istilah 
yang dipakai HIR saat itu adalah perkara rol. Ketentuan tentang acara pemeriksaan 
biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan perkecualian tertentu. Hal ini 
berdasarkan pada Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam 
bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga pada Bab XVI tetap berlaku 
sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Pemeriksaan 
perkara cepat terbagi dalam : 
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1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan 
pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan, atau denda sebanyak-
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan tindak pidana penghinaan ringan. 
2) Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan termasuk perkara pelanggaran 
tertentu terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. 
 
2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda 
yaitu strafbaar feit atau juga sering disebut delict. Istilah tersebut merupakan istilah 
yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli 
ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar 
pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam 
istilah ataupun pengertian delik. 
Pengertian tindak pidana menunjukkan suatu gerak gerik atau tindak lanjut 
dari seseorang atau seseorang yang tidak berbuat sesuatu akan tetapi dengan berbuat 
atau tidak berbuat tersebut diancam dengan pidana. 
Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menggantikan 
istilah strafbaar feit atau delict. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman 
atau sanksi yang berupa pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana setelah perbuatan yang 
oleh suatu hukum dilarang dan diancam pidana, kemudian larangan tersebut 
ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang 
yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2002 : 54). 
b. Tindak Pidana Perkosaan  
Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap 
kesusilaan. Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan 
yang tersebar pada Pasal 281 hingga 303 KUHP. Di dalamnya yang dimakasud 
dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas. (PAF Lamintang, 
1990 : 108) 
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Adapun tindak pidana perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP 
yang isinya adalah : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena 
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
1) Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa 
yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti 
menundukan dengan kekerasaan, memaksa dengan kekerasaan, menggagahi. 
Pemerkosaan merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran 
dengan kekerasan. 
2) Pengertian perkosaan (rapes) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan 
dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman. 
3) Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam 
Pasal 285 KUHP yang berbunyi : ”Barangsiapa dengan kekerasan memaksa 
seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawianan, diancam karena 
melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ”. 
Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki unsur-
unsur, yaitu : 
1) Barang siapa 
Dalam Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan 
bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau 
manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya 
unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Mengenai 
unsur barang siapa, sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa unsur 
barang siapa bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan 
bahwa si pelaku adalah manusia (Leden Marpaung, 2005 : 9).   
2) Dengan kekerasan 
Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara 
fisik tidak mampu melakukan perlawanan. 
3) Dengan ancaman kekerasan 
 27 
Ancaman kekerasan adalah ancaman psikis yang menyebabkan orang 
menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau 
perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang 
terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang 
mengancam kekerasan. 
4) Memaksa 
Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya unsur  
pemaksaan kehendak antara pelaku dengan korban. 
5) Seseorang wanita 
Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan 
adalah orang. 
6) Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan 
Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang dilakukan 
oleh pelaku tidak sah menurut hukum dan dilakukan dengan paksaan 
kehendak. 
Ada sementara ahli yang beranggapan bahwa praktis semua kriminalitas 
seksual ditentukan secara patologi sehingga keabnormalan seksual khusus 
merupakan bagian dari keseluruhan yang besar, pendapat mana sesungguhnya 
adalah terlalu luas dengan mengingat sering tidaknya ada keabnormalan psikis di 
antara pelaku.  Mengenai kejahatan seksual atau perkosaan dalam hubungan 
keluarga (incest) merupakan hubungan seksual dengan pasangan yang masih 
mempunyai pertalian darah baik antara adik kakak kandung maupun tiri, ayah 
kandung maupun tiri, kakek, paman, saudara laki-laki lain dalam kelurga, yang 
sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban, tetapi karena hal itu dilakukan dengan 
berbagai cara sehingga hal ini terjadi. 
(http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/perkosaan.htm). 
Sebagai isu kekerasan seksual, incest bukanlah kasus baru. Fakta tentang 
terjadinya incest seringkali tidak muncul ke permukaan karena dianggap sebagai aib 
keluarga. Dari hasil telaah literatur ditemukan bermacam-macam pengertian dari 
istilah incest. Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi 
antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian 
darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak 
dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. 
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Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang 
bersifat paksaan. Yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Kasus 
incest yang banyak diketahui masyarakat adalah perkosaan incest, karena kasus 
inilah yang lebih banyak dilaporkan oleh korban atau keluarganya.  
Incest adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang 
yang telah dianggap sebagai anggota keluarganya. Kekerasan seksual dalam kategori 
ini adalah yang terberat mengingat bahwa si pelaku adalah orang dekat atau keluarga 
sendiri sehingga incest biasanya terjadi berulang, dan diantara si korban dan si 
pelaku besar kemungkinan untuk saling bertemu. Keadaan ini tentu saja sangat berat 
bagi korban, karena pertemuan dengan si pelaku akan memacu ingatan korban akan 
kejadian perkosaan yang dialaminya. 
  Incest yang sering terjadi adalah antara ayah dengan anak perempuannya. 
Menurut Masland dan Estridge  incest adalah jenis perlakuan atau penyiksaan secara 
seksual yang melibatkan dua anggota keluarga dalam satu keluarga, ayah dengan 
anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara 
perempuan dan kakek dengan cucu perempuan. Incest biasanya dapat terjadi karena 
rumah mereka sangat sempit, akses untuk main keluar tidak ada atau sangat terbatas. 
Kalau keluar misalnya untuk main atau bergaul dengan teman-teman, harus 
mengeluarkan uang. Kondisi di rumah, satu kamar beramai-ramai. Maka lama-
kelamaan orang yang berada di sana akan terangsang nafsu biologisnya. 
  Kadang-kadang tidak ada tanda-tanda pemaksaan yang muncul. Tetapi 
ketika melibatkan orang tua dan anak, perasaan takut ketahuan dan takut dihukum 
merupakan bagian dari hubungan tersebut. Diakui bahwa otoritas dan kekuatan 
superior orang dewasa biasanya mendorong anak menyetujui dan mau 
melakukannya. Ini mungkin juga merupakan dorongan bagi sebagian anak atau 
remaja untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang dewasa atau saudara 
sekandung. 
Menurut pengakuan pelaku incest yang dipublikasi di media massa, 
hubungan incest mereka lakukan dengan alasan kesepian ditinggal istri, kurang puas 
dengan pelayanan istri, karena kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya 
dan menurut petugas yang memeriksa pelaku incest, kejadian ini juga dapat terjadi 
karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan 
kejiwaan. 
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Kejadian incest yang berulang dilatarbelakangi oleh ketakutan korban 
terhadap pelaku sehingga korban cenderung memilih untuk diam, tidak melaporkan 
kejadian tersebut kepada siapapun. Hal ini menyebabkan pelaku merasa aman untuk 
mengulangi hal tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan 
anak-anaknya juga mempengaruhi terjadinya incest. 
Berlangsungnya hubungan seks ini biasanya dilakukan dengan paksaan atau 
ancaman. Namun karena adanya hubungan yang akrab yang mendalam antara 
orangtua dan anak, perasaan dipaksa bisa saja tidak terjadi. Hanya karena rasa 
ketakutan dan ingin mendapatkan perhatian kasih sayang dari orangtua atau keluarga 
lainnya, seorang anak atau remaja mau melakukan hal ini. 
(http://idjatnika.multiply.com/journal/item). 
 
3. Tinjauan Mengenai Perlindungan Anak 
a. Pengertian Anak 
Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam 
peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 
1) Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal  1 ayat (2) bahwa : “Anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” 
Penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa : Batas umur 21 (dua puluh satu) 
tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha 
kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan 
kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.  
2) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam 
Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak 
pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
3) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 
1 ayat (1), yang dimaksud dengan : “Anak” adalah orang yang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
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4) Anak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
5)       Menurut Stbl. 1931 No. 54. ialah : 
a) Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya 
belum pernah kawin. 
b) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun 
dan kemudian bercerai, tidak kembali lagi menjadi di bawah 
umur. 
c) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan 
anak-anak. 
Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut (1) di atas, 
disebut anak-anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut anak-anak.   
b. Perlindungan Anak 
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Pengertian perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: 
1) non diskriminasi  
2) kepentingan yang terbaik bagi anak  
3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan 
terhadap pendapat anak. 
Setiap anak yang diasuh sebagai anak angkat juga berhak dalam 
memperoleh perlindungan yang kewajibannya dibebankan kepada orang tua 
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angkatnya. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, anak angkat berhak memperoleh perlakuan yang baik dan memperoleh 
perlindungan dari deskriminasi, eksplorasi sosial dan seksual, penelantaran, 
kekejaman kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnnya. Hal 
ini juga diatur dalam Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
yang menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab 
atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial. 
Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status 
sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat 
diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Perlindungan hak asasi anak dapat 
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, 
latihan, pendidikan, bimbingan kerohanian, permainan dan dapat juga diberikan 
melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. 
Berkaitan dengan korban dari serangkaian tindak pidana yang diderita oleh 
anak maka negara melalui komisi perlindungan anak secara langsung memonitor 
tentang kondisi tersebut. Hal ini terlihat dalam peran aktif komisi perlindungan anak 
dalam bentuk advokasi terhadap anak apabila terdapat sebuah kasus yang 
menyangkut anak. Sedangkan dalam  kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya 
anak-anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) 
menjelaskan bahwa ” Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. dirahasiakan 
identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini menyangkut 
perlindungan terhadap keadaan psikis anak terhadap publisitas media yang 
dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai opini masyarakat tentang korban anak 
tersebut dan hal ini tentunya dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak yang 
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Tindak pidana perkosaan terhadap korban yang masih mempunyai hubungan 
keluarga (incest) merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi yang menjadi korban 
adalah orang yang masih ada hubungan darah yaitu anak kandungnya sendiri sehingga banyak 
anggapan bahwa hukuman dari pelaku harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatannya. Terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, penegakan hukum dilakukan dengan 
menghadapkan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri. 
Dalam proses persidangan kasus tindak pidana perkosaan dalam keluarga di 
Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim memberikan perlakuan khusus terhadap saksi keenam 
(korban) yang masih anak kandung terdakwa mengingat korban adalah anak. Hal tersebut 
sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 59 UU No 23 Tahun 2002 Tentang 
perlindungan anak yang dipertegas pasal 64 ayat 2 huruf a, c, d, e, g UU No 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak. 
  Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
perkosaan terhadap korban yang masih mempunyai hubungan keluarga (Incest) didasarkan 





























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan dalam Keluarga Berkaitan 
dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan 
Negeri Surakarta 
1. Kasus Posisi 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan: 310/Pid.B/2007/ 
PN.Ska adalah sebuah putusan tentang tindak pidana mengenai perkosaan yang dilakukan 
oleh bapak terhadap anak kandungnya sendiri atau disebut tindak pidana incest.  
Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum’at tanggal 04 Mei 2007, sekitar jam 
03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2007 
bertempat di Kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak yaitu MARTA DWI PUTRI yang masih berusia 11 (sebelas) 
tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Adapun identitas para pihak adalah sebagai berikut : 
a. Identitas terdakwa : 
Nama :  MARDIYO alias GONDES 
Tempat lahir :  Surakarta 
Umur/tgl lahir :  50 tahun/04 April 1957 
Jenis kelamin :  laki-laki 
Kebangsaan :  Indonesia 
Alamat : Kp. Praon, Rt 09/Rw 07, Kelurahan Nusukan,       
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 
Agama :  Islam 
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Pekerjaan :  Pengangguran 
Pendidikan :  SD Kelas VI tidak lulus 
b. Majelis Hakim  
Hakim Ketua     :  ROBA’A , S.H. 
Hakim Anggota   :  GANJAR S, S.H. 
Hakim Anggota  :  DWI SUDARYONO, S.H. 
c. Panitera Pengganti :  HERY SURYONO, S.H. 
d. Jaksa Penuntut Umum :  M BINA PRASTASI, S.H. 
 
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara. 
Dalam memeriksa perkara ini, Pengadilan Negeri menggunakan proses 
pemeriksaan perkara biasa. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 
a. Pembukaan sidang 
Berdasarkan Berita Acara Persidangan No: 310/ Pid.B/ 2007/ PN. Ska, 
persidangan perkara ini telah dilangsungkan pada Hari Senin, 20 Agustus 2007.  
Karena perkara ini adalah perkara kesusilaan, maka kemudian hakim 
menyatakan bahwa ”sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum” .  Hal ini 
sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 KUHAP yang menyatakan : ”Untuk keperluan 
pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk 
umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. 
b. Pemanggilan Terdakwa 
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim 
Ketua, Jaksa Penuntut Umum kemudian diperintahkan untuk menghadapkan 
Terdakwa ke muka persidangan. Setelah Terdakwa datang menghadap di muka 
persidangan dalam keadaan bebas namun tetap dalam pengawasan petugas dan atas 
pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan. Maka kemudian 
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Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, adapun identitas Terdakwa sesuai 
dengan uraian identitas para pihak di atas. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 ayat 
(1) KUHAP yang menyatakan : ”Hakim ketua sidang memerintahkan supaya 
terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan 
bebas”. 
c. Pembacaan surat dakwaan 
Setelah identitas Terdakwa diketahui, selanjutnya Hakim Ketua 
memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. 
Berdasarkan surat dakwaaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : Reg. 
Perk.PDM-106/SKRTA/Ep.1/07/2007 tertanggal 06 Agustus 2007, dengan petikan 
dakwaan adalah sebagai berikut : 
Dakwaan : 
Kesatu 
Bahwa ia terdakwa : MARDIYO alias GONDES, pada hari Jum’at tanggal 
04 Mei 2007, sekitar jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 
masih dalam tahun 2007 bertempat di Kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kec. 
Banjarsari Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu MARTA 
DWI PUTRI yang masih berusia 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-
tidaknya belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2007 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu saksi 
MARTA DWI PUTRI berada di kostnya salon Mayasari belakang RRI dijemput 
oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi MARTA DWI PUTRI tidak mau pulang, 
selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama saksi 
MARTA ARUM AGUSTINA menjemput saksi MARTA DWI PUTRI pulan ke 
Praon bersama saksi MARTA DWI PUTRI pulang ke Praon bersama saksi MARTA 
ARUM AGUSTINA dan terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan saksi 
Hartomo pulang, saksi MARTA DWI PUTRI, saksi ARUM AGUSTINA dan 
terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di dalam kamar menghadap pintu kamar 
saksi MARTA DWI PUTRI tidur paling kanan dilantai sprei, Marta Arum Agustina 
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di tengah terdakwa tidur di atas kasur busa. Kemudian pada hari jumat tanggal 04 
Mei 2007 sekira jam 00.00 WIB terdakwa terbangun dan melentangkan saksi Marta 
Dwi Putri dengan mengatakan “nduk tak kandani sik” akan tetapi saksi Marta Dwi 
Putri tidak mau dan memegangi badan saksi Marta Arum Agustina, akan tetapi 
terdakwa marah sambil mengatakan “kowe saiki karo bapakmu wani kowe takterke 
nggone mamah Tika (saksi Sri Nurhayati) ta pasrahke kowe mamah Tika arep ta 
tuntut”. Selanjutnya terdakwa membawa saksi Marta Dwi Putri keluar dan dibawa ke 
rumah mbah saksi Marta Dwi Putri yang kosong, dan setelah terdakwa pergi saksi 
Marta Dwi Putri keluar dari rumah mbahnya dan pergi. 
Saksi Marta Dwi Putri dipaksa melakukan hubungan badan dengan digerak-
gerakkan kemaluannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit oleh terdakwa 
hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina saksi Marta 
Dwi Putri. Dan sewaktu saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali lagi ke 
rumah terdakwa saksi Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan kalau 
habis diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : 
R/VER/60/V/2007 Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani Dokter 
Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta Dr. Nariyana, kesimpulan : Ditemukan 
selaput dara robek lama sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul 
Perbuatan terdakwa kesatu primair tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Untuk dakwaan kesatu subsidair tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Atau 
Kedua 
Bahwa ia terdakwa MARDIYO alias GONDES pada hari jum’at tanggal 04 
Mei 2007 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih 
dalam tahun 2007 bertempat di Tempat kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kota 
Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang melakukan perbuatan kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a yaitu atas diri saksi Marta Dwi 
Putri (anak kandung terdakwa) yang masih ada hubungan perkawinan, pengasuhan 
dan perwalian yang menetap di rumah terdakwa. 
 38 
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2007 sekira jam 22.00 WIB sewaktu saksi 
MARTA DWI PUTRI berada di tempat kostnya Salon Mayasari belakang RRI 
dijemput oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau pulang, 
selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama saksi 
Marta Arum Agustina menjemput saksi Marta Dwi Putri pulang ke Praon bersama 
saksi Marta Arum Agustina dan terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan 
juga saksi Hartomo mengendarai sepeda motor sendirian 
Selanjutnya setelah saksi Hartomo pulang saksi Marta Dwi Putri, saksi 
Marta Arum Agustina dan terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di dalam 
kamar menghadap pintu kamar saksi Marta Dwi Putri tidur paling kanan di lantai 
beralasan Sprei, Mata Arum Agustina di tengah terdakwa tidur di atas kasur busa. 
Kemudian pada hari jum’at tanggal 04 Mei 2007 sekira jam 00.00 WIB terdakwa 
terbangun dan melentangkan saksi Marta Dwi Putri dengan mengatakan “nduk tak 
kandani sik” akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau dan memegangi badan 
saksi Marta Arum Agustina, akan tetapi terdakwa marah sambil mengatakan “kowe 
saiki karo bapakmu wani kowe saiki ta terke nggone mamah Tika (saksi Sri 
Nurhayati) ta pasrah kowe mamah Tika arep ta tuntut”. Selanjutnya terdakwa 
membawa saksi Marta Dwi Putri pergi keluar dan dibawa ke rumah mbah saksi 
Marta Dwi Putri yang kosong dan setelah terdakwa pergi, saksi Marta Dwi Putri 
pergi keluar dari rumah mbahnya dan pergi ke rumah saksi Hartomo selanjutnya 
sembunyi di kost di belakang RRI dan pada hari yang sama sekira jam 01.00 WIB 
terdakwa mencari saksi Marta Dwi Putri selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 
02.00 WIB saksi Marta Dwi Putri, saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati (mamah 
Tika) mendatangi terdakwa dengan maksud saksi Sri Nurhayati menjelaskan kalau 
tidak pernah menjual saksi Marta Dwi Putri sesampai di rumah terdakwa saksi Sri 
Nurhayati bertemu terdakwa sedangkan saksi Marta Dwi Putri dan saksi Hartomo 
berada di luar. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 03.00 WIB setelah saksi 
Sri Nurhayati dan saksi Hartomo pulang ke kost belakang RRI, saksi Marta Dwi 
Putri disuruh terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa mengatakan “kowe seneng 
nek bapaku dipenjoro, pake bajut isin ta sisanke wae ta katok-katoke, kowe nek 
nglaporke pake tak pateni” (kamu senang kalau bapakmu dipenjara, bapak terlanjur 
malu, sekalian aku tunjukkan/perlihatkan, kamu kalao melaporkan bapak maka kamu 
akan saya bunuh), selanjutnya saksi Marta Dwi Putri tidur di atas alas kain berwarna 
ungu kotak-kotak dan kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi Marta Dwi 
Puti dari dalam baju dan saksi Marta Dwi Putri menuruti kemauan dari terdakwa 
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tersebut karena saksi Marta Dwi Putri ketakutan atas ancaman terdakwa tersebut 
sehingga sewaktu celana panjang saksi Marta Dwi Putri dilepas terdakwa juga celana 
dalam warna coklat kembang-kembang saksi Marta Dwi Putri menuruti saja 
kemauan dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke 
dalam vagina saksi Marta Dwi Putri dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang 
lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina 
saksi Marta Dwi Putri. Dan sewaktu saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali 
lagi ke rumah terdakwa saksi Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan 
kalau habis diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol. : 
R/VER/60/V/2007 Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani Dokter 
Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta. Dr. Nariyana, kesimpulan : 
Ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan 
benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 




Bahwa ia terdakwa MARDIYO alias GONDES pada hari Jum’at tanggal 04 
Mei 2007 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dlmtahun 2007 bertempat di Kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kota Surakarta atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta dengan kekerasan memaksa wanita yaitu Saksi Marta 
Dwi Putri bersetubuh dengan terdakwa di luar pernikahan. 
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2007 sekira jam 22.00 WIB sewaktu saksi 
MARTA DWI PUTRI berada di tempat kostnya Salon Mayasari belakang RRI 
dijemput oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau pulang, 
selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bersama saksi 
Marta Arum Agustina menjemput saksi Marta Dwi Putri pulang ke Praon bersama 
saksi Marta Arum Agustina dan terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan 
juga saksi Hartomo mengendarai sepeda motor sendirian. 
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Selanjutnya setelah saksi Hartomo pulang bersama saksi Marta Dwi Putri, 
saksi Marta Arum Agustina dan terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di dalam 
kamar menghadap pintu kamar saksi Marta Dwi Putri tidur paling kanan di lantai 
beralaskan Sprei, Marta Arum Agustina di tengah terdakwa tidur di atas kasur busa. 
Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2007 sekira jam 00.00 WIB tedakwa 
terbangun dan melentangkan saksi Marta Dwi Putri dengan mengatakan “nduk tak 
kandani sik” akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau dan memegangi badan 
saksi Marta Arum Agustina, akan tetapi terdakwa marah sambil mengatakan “kowe 
saiki karo bapakmu wani kowe saiki ta terke nggone mamah Tika (saksi Sri 
Nurhayati) ta pasrah kowe mamah Tika arep ta tuntut”. Selanjutnya terdakwa 
membawa saksi Marta Dwi Putri pergi keluar dan dibawa ke rumah mbah saksi 
Marta Dwi Putri yang kosong dan setelah terdakwa pergi, saksi Marta Dwi Putri 
pergi keluar dari rumah mbahnya dan pergi ke rumah saksi Hartomo selanjutnya 
sembunyi di kost di belakang RRI dan pada hari yang sams sekira jam 01.00 WIB 
terdakwa mencari saksi Marta Dwi Putri selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 
02.00 WIB saksi Marta Dwi Putri, saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati (mamah 
Tika) mendatangi terdakwa dengan maksud saksi Sri Nurhayati menjelaskan kalu 
tidak pernah menjual saksi Marta Dwi Putri sesampai di rumah terdakwa saksi Sri 
Nurhayati bertemu terdakwa sedangkan saksi Marta Dwi Putri dan saksi Hartomo 
berada di luar. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 03.00 WIB setelah saksi 
Sri Nurhayati dan saksi Hartomo pulang ke kost belakang RRI, saksi Marta Dwi 
Putri disuruh terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa mengatakan “kowe seneng 
nek bapaku dipenjoro, pake bajut isin ta sisanke wae ta katok-katoke, kowe nek 
nglaporke pake tak pateni” (kamu senang kalau bapakmu dipenjara, bapak terlanjur 
malu, sekalian aku tunjukkan/perlihatkan, kamu kalao melaporkan bapak maka kamu 
akan saya bunuh), selanjutnya saksi Marta Dwi Putri tidur di atas alas kain berwarna 
ungu kotak-kotak dan kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi Marta Dwi 
Puti dari dalam baju dan saksi Marta Dwi Putri menuruti kemauan dari terdakwa 
tersebut karena saksi Marta Dwi Putri ketakutan atas ancaman terdakwa tersebut 
sehingga sewaktu celana panjang saksi Marta Dwi Putri dilepas terdakwa juga celana 
dalam warna coklat kembang-kembang saksi Marta Dwi Putri menuruti saja 
kemauan dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke 
dalam vagina saksi Marta Dwi Putri dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang 
lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina 
saksi Marta Dwi Putri. Dan sewaktu saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali 
lagi ke rumah terdakwa saksi Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan 
kalau habis diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol. : 
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R/VER/60/V/2007 Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani Dokter 
Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta. Dr. Nariyana, kesimpulan : 
Ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan 
benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
Pasal 285 KUHP. 
Subsidair 
Bahwa ia terdakwa MARDIYO alias GONDES pada hari Jum’at tanggal 04 
Mei 2007 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam 
tahun 2007 bertempat di Kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kota Surakarta atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yaitu Saksi Marta Dwi Putri bersetubuh dengan terdakwa di luar 
pernikahan. 
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2007 sekira jam 22.00 WIB sewaktu saksi 
MARTA DWI PUTRI berada di tempat kostnya Salon Mayasari belakang RRI 
dijemput oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau pulang, 
selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama saksi 
Marta Arum Agustina menjemput saksi Marta Dwi Putri pulang ke Praon bersama 
saksi Marta Arum Agustina dan terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan 
juga saksi Hartomo mengendarai sepeda motor sendirian. 
Selanjutnya setelah saksi Hartomo pulan saksi Marta Dwi Putri, saksi Marta 
Arum Agustina dan terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di dalam kamar 
menghadap pintu kamar saksi Marta Dwi Putri tidur paling kanan di lantai 
beralaskan Sprei, Marta Arum Agustina di tengah terdakwa tidur di atas kasur busa. 
Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2007 sekira jam 00.00 WIB tedakwa 
terbangun dan melentangkan saksi Marta Dwi Putri dengan mengatakan “nduk tak 
kandani sik” akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau dan memegangi badan 
saksi Marta Arum Agustina, akan tetapi terdakwa marah sambil mengatakan “kowe 
saiki karo bapakmu wani kowe saiki ta terke nggone mamah Tika (saksi Sri 
Nurhayati) ta pasrah kowe mamah Tika arep ta tuntut”. Selanjutnya terdakwa 
membawa saksi Marta Dwi Putri pergi keluar dan dibawa ke rumah mbah saksi 
Marta Dwi Putri yang kosong dan setelah terdakwa pergi, saksi Marta Dwi Putri 
 42 
pergi keluar dari rumah mbahnya dan pergi ke rumah saksi Hartomo selanjutnya 
sembunyi di kost di belakang RRI dan pada hari yang sams sekira jam 01.00 WIB 
terdakwa mencari saksi Marta Dwi Putri selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 
02.00 WIB saksi Marta Dwi Putri, saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati (mamah 
Tika) mendatangi terdakwa dengan maksud saksi Sri Nurhayati menjelaskan kalau 
tidak pernah menjual saksi Marta Dwi Putri sesampai di rumah terdakwa saksi Sri 
Nurhayati bertemu terdakwa sedangkan saksi Marta Dwi Putri dan saksi Hartomo 
berada di luar. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 03.00 WIB setelah saksi 
Sri Nurhayati dan saksi Hartomo pulang ke kost belakang RRI, saksi Marta Dwi 
Putri disuruh terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa mengatakan “kowe seneng 
nek bapaku dipenjoro, pake bajut isin ta sisanke wae ta katok-katoke, kowe nek 
nglaporke pake tak pateni” (kamu senang kalau bapakmu dipenjara, bapak terlanjur 
malu, sekalian aku tunjukkan/perlihatkan, kamu kalao melaporkan bapak maka kamu 
akan saya bunuh), selanjutnya saksi Marta Dwi Putri tidur di atas alas kain berwarna 
ungu kotak-kotak dan kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi Marta Dwi 
Puti dari dalam baju dan saksi Marta Dwi Putri menuruti kemauan dari terdakwa 
tersebut karena saksi Marta Dwi Putri ketakutan atas ancaman terdakwa tersebut 
sehingga sewaktu celana panjang saksi Marta Dwi Putri dilepas terdakwa juga celana 
dalam warna coklat kembang-kembang saksi Marta Dwi Putri menuruti saja 
kemauan dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke 
dalam vagina saksi Marta Dwi Putri dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang 
lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina 
saksi Marta Dwi Putri. Dan sewaktu saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali 
lagi ke rumah terdakwa saksi Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan 
kalau habis diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol. : 
R/VER/60/V/2007 Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani Dokter 
Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta. Dr. Nariyana, kesimpulan : 
Ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan 
benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
Pasal 287 ayat 1 KUHP. 
Lebih subsidair 
Bahwa ia terdakwa MARDIYO alias GONDES pada hari Jum’at tanggal 04 
Mei 2007 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dlmtahun 2007 bertempat di Kost Praon Rt 09 Rw 07 Nusukan Kota Surakarta atau 
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setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak 
tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasan yang belum cukup umur 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya yaitu Saksi 
Marta Dwi Putri yang masih berusia 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan atau setidak-
tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Perbuatan tersebut dilakukn dengan cara sebagai berikut : 
Pada hari kamis tanggal 03 Mei 2007 sekira jam 22.00 WIB sewaktu saksi 
MARTA DWI PUTRI berada di tempat kostnya Salon Mayasari belakang RRI 
dijemput oleh saksi Hartomo akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau pulang, 
selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB terdakwa bersama saksi 
Marta Arum Agustina menjemput saksi Marta Dwi Putri pulang ke Praon bersama 
saksi Marta Arum Agustina dan terdakwa bertiga berboncengan sepeda motor dan 
juga saksi Hartomo mengendarai sepeda motor sendirian. 
Selanjutnya setelah saksi Hartomo pulang saksi Marta Dwi Putri, saksi 
Marta Arum Agustina dan terdakwa tidur bersama dengan posisi tidur di dalam 
kamar menghadap pintu kamar saksi Marta Dwi Putri tidur paling kanan di lantai 
beralaskan Sprei, Marta Arum Agustina di tengah terdakwa tidur di atas kasur busa. 
Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2007 sekira jam 00.00 WIB tedakwa 
terbangun dan melentangkan saksi Marta Dwi Putri dengan mengatakan “nduk tak 
kandani sik” akan tetapi saksi Marta Dwi Putri tidak mau dan memegangi badan 
saksi Marta Arum Agustina, akan tetapi terdakwa marah sambil mengatakan “kowe 
saiki karo bapakmu wani kowe saiki ta terke nggone mamah Tika (saksi Sri 
Nurhayati) ta pasrah kowe mamah Tika arep ta tuntut”. Selanjutnya terdakwa 
membawa saksi Marta Dwi Putri pergi keluar dan dibawa ke rumah mbah saksi 
Marta Dwi Putri yang kosong dan setelah terdakwa pergi, saksi Marta Dwi Putri 
pergi keluar dari rumah mbahnya dan pergi ke rumah saksi Hartomo selanjutnya 
sembunyi di kost di belakang RRI dan pada hari yang sams sekira jam 01.00 WIB 
Terdakwa mencari saksi Marta Dwi Putri selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 
02.00 WIB saksi Marta Dwi Putri, saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati (mamah 
Tika) mendatangi terdakwa dengan maksud saksi Sri Nurhayati menjelaskan kalu 
tidak pernah menjual saksi Marta Dwi Putri sesampai di rumah terdakwa saksi Sri 
Nurhayati bertemu terdakwa sedangkan saksi Marta Dwi Putri dan saksi Hartomo 
berada di luar. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 03.00 WIB setelah saksi 
Sri Nurhayati dan saksi Hartomo pulang ke kost belakang RRI, saksi Marta Dwi 
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Putri disuruh terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa mengatakan “kowe seneng 
nek bapaku dipenjoro, pake bajut isin ta sisanke wae ta katok-katoke, kowe nek 
nglaporke pake tak pateni” (kamu senang kalau bapakmu dipenjara, bapak terlanjur 
malu, sekalian aku tunjukkan/perlihatkan, kamu kalao melaporkan bapak maka kamu 
akan saya bunuh), selanjutnya saksi Marta Dwi Putri tidur di atas alas kain berwarna 
ungu kotak-kotak dan kemudian terdakwa meraba-raba payudara saksi Marta Dwi 
Puti dari dalam baju dan saksi Marta Dwi Putri menuruti kemauan dari terdakwa 
tersebut karena saksi Marta Dwi Putri ketakutan atas ancaman terdakwa tersebut 
sehingga sewaktu celana panjang saksi Marta Dwi Putri dilepas terdakwa juga celana 
dalam warna coklat kembang-kembang saksi Marta Dwi Putri menuruti saja 
kemauan dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke 
dalam vagina saksi Marta Dwi Putri dan digerak-gerakkan naik turun selama kurang 
lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar vagina 
saksi Marta Dwi Putri. Dan sewaktu saksi Hartomo dan saksi Sri Nurhayati kembali 
lagi ke rumah terdakwa saksi Marta Dwi Putri ikut membonceng dan menceritakan 
kalau habis diperkosa oleh terdakwa. Sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol. : 
R/VER/60/V/2007 Poliklinik tanggal 04-05-2007 yang ditanda tangani Dokter 
Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta. Dr. Nariyana, kesimpulan : 
Ditemukan selaput dara robek lama sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan 
benda tumpul. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam 294 ayat 1 KUHP. 
Setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim  
Ketua kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar 
mengerti. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 155 ayat (2)  huruf  b yang menyatakan : 
”Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah 
benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum 
atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan”. 
Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia 
telah mengerti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam 
persidangan ini Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau eksepsi, sehingga 
persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. 
d. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan 
Negeri Surakarta tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku perkosaan terhadap anak kandung dengan memperhatikan alat-alat bukti 
yang ada dan adanya keyakinan hakim. Adapun pemeriksaan alat bukti dan barang 
bukti adalah sebagai berikut : 
1) Pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. 
Adapun saksi-saksi yang diambil kesaksiannya di bawah sumpah 
adalah : 
a) Saksi I MARTHA ARUM AGUSTINA binti MARDIYO yang tidak 
dsumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : 
(1) Bahwa saksi tahu kalau ayahnya mau memperkosa adiknya yaitu 
MARTHA DWI PUTRI, adapun kejadiannya pada hari jum’at 
tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 12.00 malam WIB di rumah 
kontrakan 
(2) Bahwa rumah tersebut beralamat di kampung Praon Rt 03 Rw 03 
Kalurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari ska 
(3) Bahwa pada waktu itu saksi tidur di dalam kamar bersama ayah dan 
adiknya, adapun saksi tidur menghadap pintu posisi paling kanan, 
sedangkan adik berada di tengah sedangkan ayahnya berada di atas 
kasur busa 
(4) Bahwa saksi mendengar suara bilang “emoh” dan saksi ditarik-tarik 
adik saksi, tapi pura-pura tidur 
(5) Bahwa pada waktu itu ayahnya bilang pada adik saksi “kowe mlumaho 
wong arep dikandani bapake kok ora gelem” 
(6) Bahwa adik saksi menjawab “wegah ngandani sesuk wae nek wis awan, 
sesuk isih ono wektu, aku ngantuk bengi-bengi kok gugah-gugah” 
(7) Bahwa kejadiannya sangat terang sehingga jelas dan kelihatan apa yang 
dilakukan ayahnya terhadap adiknya 
(8) Bahwa ayahnya telah melentangkan dan memegang bahu kanan dan 
paha adik saksi dan menarik paksa keluar rumah pada waktu itu 
ayah tidak pakai baju tapi pakai celana 
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(9) Bahwa adiknya mengatakan sudah 2 (dua) kali diperkosa oleh ayahnya 
yakni bulan Desember 2006 dan yang kedua pada bulan Mei tanggal 
4 tahun 2007 
(10) Bahwa tidak melapor karena takut diancam kalau melaporkan akan 
dibunuh kami berdua 
(11) Bahwa ibu bekerja di Jakarta dan sudah tahu peristiwa itu dan bilang 
yang sudah ya sudah. Sedangkan saksi ikut nenek di Karanganyar 
(12) Bahwa saksi pernah juga akan diperkosa, pada waktu itu ditanya 
oleh ayahnya apa pernah melakukan hubungan suami isteri dengan 
Tomo (pacarnya), oleh saksi dijawab “tidak pernah” terus ayah 
bilang kalau belum pernah “tak cobane” dan ayah memaksa melepas 
celana saksi dan saksi langsung pergi ke luar rumah. 
b) Saksi II SRI NURHAYATI, yang telah disumpah memberikan keterangan 
pada pokoknya sebagai berikut : 
(1) Bahwa saksi tahu pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2007 sekitar jam 
03.00 WIB, saksi bersama Hartomo mau mengembalikan kalung 
putri yang tertinggal di rumah kost terdakwa (Mardiyo) dan 
mengetuk pintu dan dijawab dari dalam “besuk saja” tak berapa 
lama Putri menyusul, membonceng karena takut. Maka kami bertiga 
berboncengan dan menceritakan telah diperkosa oleh ayahnya 
sendiri yaitu terdakwa MARDIYO 
(2) Bahwa katanya berulang-ulang lebih dari satu kali 
(3) Bahwa umur Putri kira-kira 13 (tiga belas) tahun 
(4) Bahwa saksi langsung membawa ke rumah Pak RT dan serta 
melaporkan kejadian yang menimpa Putri tersebut 
(5) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban hanya 
Putri teman anak saksi. 
c) Saksi III HARTOMO bin HARWADI, yang telah disumpah menerangkan 
sebagai berikut : 
(1) Bahwa saksi tahu permasalahan kalau Putri (korban) telah diperkosa 
oleh ayahnya yaitu Terdakwa Mardiyo. 
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(2) Bahwa pada waktu itu mau mengembalikan kalung Putri yang 
ketinggalan di Kost Mbak Nur (saksi II) 
(3) Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2007 saksi di 
rumah menjemput Putri di kos-kosan tapi Putri (korban) tidak mau 
pulang selanjutnya saksi pulang ke Praon dan ternyata Putri sudah 
diajak pulang oleh bapaknya yaitu Mardiyo (terdakwa) 
(4) Bahwa yang menyuruh menjemput saksi adalah terdakwa (Mardiyo) 
(5) Bahwa pada jam 12.00 malam saksi sedang nongkrong bersama 
teman-teman datanglah Arum kakak Putri dengan menangis 
menyatakan “Tom, tolonglah Putri arep diperkosa Bapak digowo 
ning omahe mbahe” tak berapa lama datanglah Putri sambil 
menangis dan ketakutan 
(6) Bahwa selanjutnya saksi diajak ke rumah kosnya dan menceritakan 
kepada Mbak Nur bahwa Putri telah diperkosa bapaknya (terdakwa 
Mardiyo) 
(7) Bahwa mendengar cerita tersebut Mbak Nur bersama saksi melabrak 
rumah Mardiyo (terdakwa) dan mengatakan apakah benar 
memperkosa anaknya dan dijawab oleh terdakwa membantah dan 
bersumpah tidak pernah memperkosa 
(8) Bahwa postur tubuh Putri dengan Arum (kakaknya) lebih tinggi 
besar dan berkulit lebih kuning daripada kakaknya (Arum). 
(9) Bahwa saksi adalah pacarnya bertujuan mengembalikan kalung 
adalah untuk menyelidiki apa benar Putri telah diperkosa bapaknya 
Mardiyo. 
d) Saksi IV HARTATIK binti KASWADI yang telah disumpah menerangkan 
sebagai berikut : 
(1) Bahwa kejadian pada hari jum’at tanggal 4 Mei 2007 sekira jam 
03.00 wib, kakak Putri yang bernama Arum datang ke rumah dengan 
wajah ketakutan 
(2) Bahwa Arum sembunyi di kamar saksi dan sempat terdakwa 
mencari dan dijawab oleh saksi tidak ada 
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(3) Bahwa Putri akan pulang takut dan akhirnya pulang pada pagi 
harinya. 
e) Saksi V KISMARJANTO bin SUKARYO, yang telah disumpah dan 
memberikan keterangan sebagai berikut : 
(1) Bahwa kejadiannya pada waktu itu pada tanggal 04 Mei 2007 sekitar 
pukul 06.00 wib, ada warga yang melapor kalau Mardiyo (terdakwa) 
telah memperkosa anaknya sendiri 
(2) Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selaku ketua RT 
mengumpulkan warga untuk membahas permasalahan yang dihadapi 
Putri namun sekitar jam 14.00 wib polisi datang dan menangkapnya 
(3) Bahwa Mardiyo (terdakwa) mempunyai 2 (dua) anak yaitu Martha 
Arum Agustina dan Marta Dwi Putri. 
(4) Bahwa yang melapor ke saksi adalah Putri (korban) bersama Sri Nur 
(saksi II) bahwa keluarga terdakwa sering ribut dan sering berpisah 
namun kadang-kadang kembali lagi, dan isterinya pergi katanya 
bekerja 
f) Saksi VI MARTHA DWI PUTRI (korban) dalam memberikan keterangan 
tidak disumpah, yang menerangkan sebagai berikut: 
(1) Bahwa saksi tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mempunyai 
uang untuk membayar sekolah 
(2) Bahwa yang sering di rumah adalah ayah, kakak dan saksi sendiri, 
sedangkan ibu bekerja di Jakarta 
(3) Bahwa saksi pernah ditiduri ayahnya sebanyak 5 (lima) kali dengan 
paksa kira-kira tahun 2006 pada bulan Desember. Pada siang hari 
dan malam hari. 
(4) Bahwa saksi dipaksa disuruh buka celana, sedangkan posisi ayahnya di 
atas perut saksi dengan alat kelamin masuk ke alat kelamin saksi 
(5) Bahwa pantat ayahnya naik turun dan saksi merasa kesakitan serta 
sperma bapak dikeluarkan di luar vagina 
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(6) Bahwa saksi diancam kalau bilang kepada orang lain nanti akan 
dibunuh 
(7) Bahwa terakhir diperkosa ayahnya kira-kira pada bulan Mei atau Juni 
2007 di rumah kontrakan di kampung Praon Rt 09/07 Nusukan, 
Kecamatan Banjarsari Surakarta 
(8) Bahwa saksi bersama kakaknya melapor ke polisi dan setiap 
memperkosa selalu dengan melawan akan membunuh 
(9) Bahwa pada waktu memperkosa nafas bapaknya terengah-engah dan 
sesudahnya kelihatan capek, dan benar barang bukti celana dalam 
tersebut milik saksi, sedangkan sarung tersebut milik bapaknya yang 
dipakai pada malam itu 
(10) Bahwa saksi pernah divisum poliklinik Polwil Surakarta 
g) Saksi VII RUKMINI, yang telah disumpah dan memberikan keterangan 
sebagai berikut : 
(1) Bahwa saksi tidak tahu kalau anaknya diperkosa oleh ayahnya 
(2) Bahwa saksi tahu kejadian tersebut telah ditelpon tetangganya yang 
namanya Pondiyah pada tanggal 7 Mei 2007 yang mengatakan kalau 
suami saksi meninggal dunia kasihan anak-anak tidak ada yang 
mengurus. 
(3) Bahwa saksi bekerja sebagai baby sitter di luar kota dan pulan 
beberapa bulan sekali 
(4) Bahwa setelah mendengar kalau suami saksi memperkosa anaknya 
sendiri saksi kaget dan marah 
(5) Bahwa saksi belum menanyakan, sedangkan kakaknya yang 
bernama Arum pernah cerita hal tersebut, karena saksi punya 
tekanan darah tinggi jadi mereka takut melaporkan kejadian tersebut 
pada saksi. 
(6) Berdasarkan uraian pemeriksaan alat bukti keterangan para saksi dan 
Berita Acara Pemeriksaan No : 310/ Pid.B/2007/ PN.Ska tertanggal 
20 Agustus 2007, Penulis mengkaji sebagai berikut : 
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(a) Pada dasarnya setiap orang yang melihat , mendengar atau 
mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya 
dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 
KUHAP). 
(b) Dalam periksaan saksi, Majelis Hakim memperbolehkan Jaksa 
Penuntut Umum menghadirkan saksi yang mempunyai 
hubungan keluarga. Walaupun hal ini keterangan saksi tidak 
dapat didengar keterangannya (Pasal 168 KUHAP), namun hal 
ini dapat disimpangi dan keputusan Majelis Hakim telah sesuai 
dengan Pasal 169 KUHAP yang menyatakan : 
(i) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud Pasal 168 
menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa 
secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di 
bawah sumpah. 
(ii) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), mereka diperbolehkan memberikan tanpa sumpah. 
Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim 
memperbolehkan untuk menghadirkan Saksi 1 dan Saksi 2 
(korban) dengan ketentuan kedua saksi tersebut tidak 
disumpah, selain itu juga harus memperhatikan Pasal 171 huruf 
a KUHAP bahwa seseorang boleh memberikan keterangan 
tanpa sumpah yaitu anak yang umurnya belum cukup lima 
belas tahun dan belum pernah kawin. Untuk Saksi VII yang 
merupakan istri Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa bersedia 
menjadi saksi dengan disumpah. 
(c) Untuk tata cara pemeriksaan saksi telah sesuai dengan 
KUHAP, kecuali pada tata urutan pemeriksaan saksi. Dalam 
pemeriksaan saksi perkara ini, sesuai urutan pemeriksaan saksi 
tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 160 ayat 1 huruf b 
yang menyatakan : ”Yang pertama-tama didengar 
keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dalam 
Acara Pemeriksaan No: 310/Pid.B/2007/ PN.Ska tertanggal 20 
Agustus 2007 justru yang menjadi saksi pertama adalah kakak 
korban bukan saksi korban. 
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Mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam perkara ini, 
Penulis mengkaji sebagai berikut :  
a) Dari beberapa saksi, kecuali Saksi 1 dan Saksi VI (korban), yang 
dihadirkan dalam persidangan tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 1 butir 
27 KUHAP maka kekuatan pembuktiannya sangat lemah. 
Keterangan saksi merupakan keterangan  Testimonium De Auditu 
atau keterangan yang diperoleh dari orang lain. Bahwa syarat didengar, 
dilihat, atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh 
dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan 
oleh seseorang oleh seseorang di luar sumpah (S.M. Amin, 1973 : 103). 
Namun hal tersebut dapat dikesampingkan bila mengacu pada 
Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, 
hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : 
(1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
(2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
(3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu; 
(4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. 
Hal mengenai penggunaan saksi testimonium de auditu juga 
disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa larangan terhadap saksi 
testimonium de auditu  adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus 
diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar 
terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksi macam itu tidak selalu 
dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu 
peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu 
rangkaian pembuktian terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro, 1977: 
98). 
b) Untuk Saksi 1 dan Saksi 6 yang memberikan keterangan tanpa disumpah 
bukanlah alat bukti . 
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Hal ini bila dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka 
Penulis menyimpulkan : 
(1) Keterangan Saksi 1 dan Saksi 6 bukan merupakan alat bukti, 
meskipun sesuai satu dengan yang lainnya. 
(2) Jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang 
disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang 
sudah ada, yaitu : 
(a) Menguatkan keyakinan hakim. 
(b) Dapat dipakai sebagai petunjuk. 
Karena kata dapat maka hakim tidak terikat untuk 
mempergunakannya, jadi sifatnya bisa dipakai atau dikesampingkan 
jika bertentangan dengan keyakinan hakim. 
Keterangan saksi tanpa sumpah tersebut, dapat 
dipergunakan sebagai : 
(a) Keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 
161 ayat (2) KUHAP). 
(b) Dapat dipakai sebagai petunjuk (Penjelasan Pasal 171 
KUHAP). 
c) Melihat kelemahan tersebut maka untuk memperoleh keterangan dan 
keyakinan hakim, maka dapat dipergunakan kesaksian berantai. Kesaksian 
berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang 
suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu 
dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai asas unus testis nullus 
testis (Sasangka&Rosita, 2003: 43). 
Dalam Pasal 185 ayat 4 KUHAP juga disebutkan bahwa 
keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu 
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, 
apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya 
sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. 
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d) berdasarkan uraian di atas, tidak semestinya kemudian keterangan saksi 
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi dalam perkara pidana yang 
menyangkut delik kesusilaan seringkali dipergunakan baik keterangan 
saksi testimonium de auditu maupun keterangan saksi berantai, misalnya 
pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No: 46/PT/ 1956/Pid tanggal 3 
September 1958. Jadi untuk perkara ini, mengenai keterangan saksi dapat 
digunakan oleh hakim untuk membentuk keyakinannya. 
Oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge, 
pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli. 
2) Pemeriksaan keterangan ahli 
Berdasarkan Berita Acara Persidangan, untuk pemeriksaan keterangan 
ahli tidak dilakukan, karena dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa 
tidak mengajukan saksi ahli. 
3) Pemeriksaan surat 
Dalam pemeriksaan perkara ini, surat yang diperiksa adalah Visum Et 
Repertum atas nama Marta Dwi Putri No.Pol: R/VER-60/V/ 2007/ Poliklinik 
yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Kapoli Poliklinik Polwil Surakarta 
Dr.Nariyana. Kesimpulan : ditemukan selaput dara robek lama pada jam 3, 7 ,9, 
12 sampai dasar yang diakibatkan trauma dengan benda tumpul. 
4) Pemeriksaan Terdakwa 
Selain alat bukti dan keterangan saksi, juga diambil kesaksian dari 
terdakwa. Bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a) Bahwa terdakwa mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Martha Arum 
Agustina dan Marta Dwi Putri 
b) Bahwa terdakwa telah memperkosa anaknya sendiri yaitu yang bernama 
Putri (Marta Dwi Putri) yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2007 sekira jam 
03.00 wib di rumah kontrakan di kampung Praon Rt 09/07 Nusukan 
Surakarta 
c) Bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan + 5 (lima) kali, akan tetapi tidak 
terdapat unsur paksaan atau ancaman 
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d) Bahwa dalam hubungan tersebut, terdakwa tidak merasa puas 
e) Bahwa terdakwa agama Islam dan sholat lima waktu dan menurut agama 
tidak dibolehkan melakukan hubungan dengan anaknya 
f) Bahwa yang membuat terdakwa ingin menyetubuhi Putri karena Putri 
sudah tidak perawan lagi karena telah diperkosa oleh pacarnya dan sering 
keluar malam 
g) Bahwa dalam menyetubuhi Putri tersebut terdakwa mengeluarkan sperma 
(mani) dan dikeluarkan di luar vagina karena terdakwa takut jika Putri 
hamil 
h) Bahwa caranya saat Putri tidur tengkurap terdakwa lalu menghampirinya 
dan diraba payudaranya dengan posisi terlentang dan dibuka celananya 
dengan posisi anaknya dibawah dan terdakwa diatas selanjutnya 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa 
i) Bahwa pada waktu melakukan tidak ada yang melihat kecuali terdakwa 
dengan Putri anaknya, lamanya perbuatan tersebut dilakukan selama + 2 
(dua) menit 
j) Bahwa barang bukti berupa sarung tersebut untuk alas, dalam melakukan 
perbuatannya tersebut telah disiapkan terlebih dahulu 
5) Pemeriksaan barang bukti 
Di depan persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan kepada 
terdakwa dan saksi-saksi barang bukti berupa : 
a) 1 (satu) buah celana dalam bunga-bunga warna coklat hijau 
b) 1 (satu) buah sarung warna ungu bermotif kotak-kotak. 
6) Petunjuk 
Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta 
pemeriksaan barang bukti serta Visum Et Repertum telah ditemukan petunjuk 
sebagai berikut : 
a) Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2007 sekira jam 12.00 wib (malam) di 
kampung Praon Rt 09/07 Nusukan, Kecamatan Banjarsari Surakarta telah 
terjadi kekerasan dengan ancaman (perkosaan) terhadap anaknya sendiri. 
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b) Bahwa benar perkosaan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali 
dengan paksaan kira-kira tahun 2005 pada bulan Desember yang dilakukan 
pada malam hari maupun siang hari, dan yang terakhir kali pada bulan Mei 
atau Juni tahun 2007 
c) Bahwa benar sampai perbuatan tersebut tak dilaporkan kepada Polisi dan 
orang lain karena akan diancam apabila melaporkan dibunuh 
d) Bahwa benar, pada waktu Mei atau Juni tahun 2007 perbuatan tersebut 
dilakukan lagi pada saat saksi korban tidur bersama kakaknya maupun 
ayahnya sendiri (terdakwa) pada tengah malam terdakwa memegang bahu 
kanan dan paha serta menarik paksa keluar rumah 
e) Bahwa benar korban dipaksa membuka celana dan menelentangkan badan 
korban selanjutnya terdakwa menindihnya di atas perut korbn sehingga 
posisi terdakwa ada di atas sedangkan korban ada di bawah. 
f) Bahwa benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat 
kelamin/vagina korban serta pantat terdakwa naik turun tak berapa lama 
sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar vagina saksi korban 
g) Bahwa benar nafas terdakwa terengah-engah dan sesudahnya kelihatan 
capek, sedangkan korban merasa kesakitan dalam hubungan tersebut. 
h) Bahwa benar akibat perbuatan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum di 
dalam kesimpulan selaput dara korban robek lama sampai dasar yang 
diakibatkan trauma benda tumpul 
i) Bahwa benar korban akhirnya memberi tahu pada ibunya, serta saksi 
beserta kakaknya yang akhirnya lapor kepada polisi. 
e. Pembacaan Tuntutan 
Setelah acara pemeriksaan alat bukti dan barang bukti selesai, kemudian 
sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Berdasarkan Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM-201/SKRTA/Ep.2/08/2007, petikan 
suat tuntutan adalah sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa MARDIYO alias GONDES terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, orang lain sebagaimana 
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diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan 
Nomor Reg PDM-201/Skarta/Ep.2/08/2007 
2) Menjatuhkan  Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua 
belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 60.000.000,- (enam 
puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara 
3) Barang bukti berupa 
a) 1 (satu) buah celana dalam bunga-bunga warna merah dan hijau 
dikembalikan pada saksi Marta Dwi Putri 
b) 1 (satu) lembar sarung warna ungu motif kotak-kotak dirampas untuk 
dimusnahkan 
4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 
Dalam perkara ini ternyata Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), 
jadi untuk acara selanjutnya adalah pembacaan putusan. 
f. Pertimbangan Hakim. 
Berdasarkan Berita Acara Persidangan No : 310/Pid.B/ 2007/ PN. Ska, 
sidang kemudian dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dihadapkan 
kepada Majelis Hakim. Guna menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim 
mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam perkara ini disusun 
secara Kumulatif alternatif. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
yaitu : 
Kesatu : 
1) Primair melanggar Pasal 81 ay I jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak 
2) Subsidair melanggar Pasal 81 ayat 2 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 




1) melanggar Pasal 46 Undang-undang Nomor : 23  tahun 2004 tentang Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
Atau 
Ketiga  
1) Primair : melanggar Pasal 285 KUHP  
2) Subsidair melanggar Pasal 287 KUHP 
3) Lebih subsidair Pasal 294 ayat 1 KUHP  
Adapun petikan Putusan Majelis Hakim Nomor : 310/ Pid.B/ 2007/PN. Ska 
adalah sebagai berikut : 
 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif 
alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 
81 ayat 1 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah : 
1) Setiap orang 
2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 
Ad 1. Unsur barangsiapa 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi, sedangkan orang perseorangan berarti adalah orang 
secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barangsiapa. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang 
mempunyai hak dan tanggung jawab yang kepadanya dikenal pertanggungjawaban 
oleh setiap perbuatannya 
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Dalam hal ini adalah Mardiyo yang oleh Penuntut Umum yang diajukan 
sebagai terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 
para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan identitas 
diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan Surat dakwaan Penuntut Umum 
ternyata benar mereka adalah orang yang bernama MARDIYO, penduduk yang 
beralamat di Kp. Praon Rt 09/07 Nusukan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat 
bahwa unsur barangsiapa telah dapat dibuktikan. 
Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang 
dikehendaki dan mengetahui akan akibatnya. Menimbang, bahwa di depan yang 
dimaksud dengan kekerasn atau ancaman kekerasan di dalam hukum pidana adalah 
menggunakan kekuatan phisik yang membuat orang tidak berdaya, sehingga 
memudahkan untuk melaksanakan perbuatan yang diinginkan. Menimbang, bahwa 
berdasarkan keterangan saksi korban Marta Dwi Putri menerangkan bahwa terdakwa 
Mardiyo yang juga ayahnya sendiri telah memperkosa + 5 (lima) kali, kira-kira tahun 
2006 dan yang terakhir adalah bulan Mei atau juni 2007, sewaktu ada di rumah 
kontrakan Kp. Praon Rt 09/07 Nusukan, Kecamatan Banjarsari Surakarta. 
Pada waktu itu korban tidur bersama dengan kakaknya dan ayahnya 
selanjutnya saksi dipaksa membuka celana dan ayahnya menindih diatas perut saksi 
dan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban yang selanjutnya 
pantat terdakwa naik turun, sedangkan korban merasa kesakitan, tak berapa lama 
sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar vagina korban. 
Serta setiap menyetubuhi korban, selalu disertai ancaman apabila melapor 
ke polisi korban akan dibunuhnya dan juga tidak boleh mengatakan kepada orang 
lain. Menimbang, bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau ancaman kekerasan 
memaksa orang lain pantaslah ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa 
kekerasa phisik (lahiriah) melainkan juga masuk dalam arti kejiwaan, paksaan 
kejiwaan tersebut sendiri psychis. 
Sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang 
akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemerkosa tersebut seperti yang terjadi 
kasus ini. Menimbang, bahwa melihat terdakwa adalah ayah korban telah 
mempunyai otoritas wibawa terhadap saksi hal ini dapat dibuktikan bahwa korban 
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tidak melaporkan kepada polisi atas kejadian tersebut setelah ada pesan dari 
terdakwa kepada polisi, dan apabila melaporkan akan dibunuh, sehingga 
pemerkosaan tersebut dilakukan berulang kali yaitu + 5 (lima) kali sejak tahun 2006 
dan terakhir bulan Mei atau Juni 2007. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang mana 
satu sama lainnya saling bersesuaian telah menerangkan bahwa korban Marta Dwi 
Putri telah bercerita sering disetubuhi dipaksa oleh terdakwa Mardiyo yang tak lain 
ayahnya sendiri dan sekarang korban baru berusia + 13 (tiga belas) tahun. 
Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 
Pol.R/VER/60/V/2007, poliklinik yang dibuat oleh Dr. Nuriyana, Dokter poliklinik 
Polwil Surakarta yang hasil pemeriksaan yang menyimpulkan selaput dara robek 
lama sampai dasar yang diakibatkan trauma benda tumpul 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah mengatakan 
mengakui telah menyetubuhi anaknya yaitu Marta Dwi Putri, akan tetapi tidak ada 
paksaan atau ancaman, dan yang membuat menyetubuhi tersebut karena korban 
sudah tidak perawan lagi karena telah dinodai oleh pacarnya dan sering keluar 
malam. 
Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta bahwa korban selalu 
menceritakan peristiwa/kejadian ke ibunya serta saksi II (Sri Nurhayati) yaitu orang 
tua teman korban dimana korban sering main ke rumahnya. Karena apabila 
seseorang anak mengalami sesuatu pasti akan menceritakan kepada ibunya atau 
seseorang ibu adalah tempat untuk mengadu keluh kesah mengenai sesuatu masalah 
berlebih-lebih, apalagi saksi korban baru berusia 13 tahun keterangan kepada ibunya 
sebagai jeritan hati. 
Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas Majelis 
Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan/ancaman untuk 
melakukan persetubuhan. Karena untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan 
adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi maka saja maka adanya bukti 
petunjuk cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta 
tersebut. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur adanya sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan atau 
orang lain terpenuhi. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan 
dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat 
bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan/melanggar 
Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 1 angka I Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak dalam dakwaan kesatu primair 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan 
di atas maka terdakwa harus dijatuhi pidana serta terbukti pula pada diri terdakwa 
tidak ada hal-hal yang menghapus/meniadakan pemidanaan oleh karena itu terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terhadap dalam dakwaan 
kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi 
Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah berada dalam tahanan maka 
cukup beralasan apabila terdakwa tetap dalam tahanan 
Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya 
akan ditentukan dalam putusan ini. 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) buah celana dalam bunga-bunga warna hijau 
2) 1 (satu) lembar sarung warna ungu motif kotak-kotak 
Dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam dictum 
putusan ini 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis 
Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan bagi terdakwa 
Hal-hal yang memberatkan : 
1) Perbuatan terdakwa sangat tercela yaitu menodai anaknya sendiri yang mana 
terdakwa justru harus melindungi 
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2) Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit yang mengatakan tidak 
adanya paksaan dan ancaman 
Hal-hal yang meringankan : 
1) Terdakwa belum pernah dihukum 
2) Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah cukup patut dan adil 
dengan kesalahan terdakwa. 
g.  Amar putusan 
Dengan memperhatikan Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 1 angka I Undang-Undang 
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 
tentang KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa : 
MENGADILI : 
1) Menyatakan tedakwa MARDIYO alias GONDES terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan 
kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan 
dengannya” 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 
(sembilan) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 
(lima) bulan kurungan 
3) Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
dari pidana yang dijatuhkan 
4) Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) 
5) Memerintahkan barang bukti berupa 
a) 1 (satu) buah celana dalam bunga warna merah hijau dikembalikan kepada 
saksi korban Martha Dwi Putri 
b) 1 (satu) buah sarung warna ungu motif kotak-kotak dirampas untuk 
dimusnahkan 
 62 




Perlu dijelaskan disini bahwa perlindungan adalah suatu bentuk 
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau 
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, 
kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan 
dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak disebutkan : Perlindungan anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
Pemeriksaan tindak pidana di persidangan dimulai dari hakim 
ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk 
umum (Pasal 153 ayat 3 KUHAP). Dalam kaitannya kasus perkosaan 
terhadap anak dalam lingkungan keluarga maka persidangan bersifat 
tertutup, mengingat korban adalah anak-anak di bawah umur dan kasus 
tersebut berkaitan dengan kesusilaan. 
Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “pemerintah dan 
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertangung jawab untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, 
anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan 
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terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 
alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya, anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun 
mental, anak penyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran”. 
Dalam kasus perkosaan dengan korban yang masih anak-anak 
tersebut, maka pemerintah memberikan perlindungan : 
a. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.(Pasal 17 ayat 2). 
b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya.(Pasal 18). 
c. pasal 64 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, f, g UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak juga memberikan perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan 
hukum. Pemberian perlindungan tersebut berbentuk : 
1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak. 
2) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini. 
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus. 
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 
anak. 
5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukum. 
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 
keluarga. 
7) Perlindungan dari pemberitaan media untuk menghindari 
labelisasi. 
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d. Selain itu perlindungan  khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan diatur 
dalam Pasal 64 ayat 3 Undang-undang No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yaitu diberikan : 
1) Upaya rehabilitasi baik lembaga maupun non lembaga. 
2) Upaya perlindungan dari pemberitaan media massa. 
3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli 
baik fisik, mental maupun sosial. 
4) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
Apabila dikaitkan dengan kasus perkosaan terhadap anak yang masih 
dalam hubungan keluarga sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak, mejelis hakim memberikan perlindungan kepada saksi VI 
(korban) dalam memberikan keterangannya di muka sidang. Perlindungan 
yang diberikan oleh majelis hakim kepada saksi VI (korban), Penulis 
mengkaji sebagai berikut : 
a. Perlindungan pada saat proses pemeriksaan sebagai saksi:  
1) Berdasarkan Berita Acara Persidangan No: 208/Pid.B/2007/PN.Ska, 
bahwa dalam proses pemeriksaan saksi ini Hakim Ketua menyatakan 
bahwa sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan 
untuk : 
a) Melindungi dan merahasiakan mengenai kesaksian korban dari 
khalayak umum. Upaya ini dilakukan agar dalam memberikan 
keterangan, korban tidak merasa malu atau tertekan kepada 
majelis hakim. Selain itu juga mengormati martabat korban yang 
masih anak-anak, yangmasih memerlukan bimbingan lebih lanjut 
(sesuai Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 64). 
b) Tertutup untuk umum dimaksudkan agar perkara ini tidak 
diekspos secara luas di media massa. Mengingat korban masih 
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anak-anak jadi sangat rentan perkembangan fisik maupun 
mentalnya bila perkara ini diketahui oleh khalayak umum. 
Tindakan berupa: tidak mempublikasikan nama-nama, alamat dan 
identitas saksi yang lainnya terhadap pihak-pihak tertentu 
termasuk terdakwa selama saksi menjalani proses pemberian 
kesaksian (sesuai Pasal 64 ayat 2 huruf g).  
c) Melindungi korban dari pemberitaan identitas dalam media massa 
agar terhindar dari labelisasi. Menurut teori labeling, label atau 
cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) 
dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang 
telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi 
perhatian orang-orang di sekitarnya (Romli Atmasasmita dalam 
www.pikiranrakyat.com/12 April 2008). Apabila hal ini terjadi 
pada korban, justru pemulihan baik secara fisik maupun mental 
bagi korban menjadi terhambat, karena korban merasa malu dan 
tertekan (Pasal 54 ayat 2 huruf g dan ayat 3 huruf b). 
d) Ketika saksi VI (korban) memberikan keterangannya di muka 
persidangan maka terdakwa yang masih ayah kandungnya sendiri 
diminta oleh majelis hakim untuk keluar dari ruang sidang atas 
penjagaan dari aparat. Hal ini dimaksudkan supaya saksi VI dapat 
memberikan keterangannya  dengan bebas dan tanpa tekanan dari 
pihak manapun karena mengingat saksi VI mempunyai hubungan 
darah dan hubungan emosional dengan ayah kandungnya sendiri 
Mengenai tindakan ini, Majelis Hakim diperbolehkan atas dasar 
Pasal 173 KUHAP yang disebutkan bahwa hakim ketua sidang 
dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa 
hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang 
sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh 
diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal 
pada waktu itu tidak hadir. 
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 Tujuan lainnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada 
saksi VI karena mengingat saksi VI masih anak-anak. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya : 
(1) Perlakuan atas secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 
hak-hak anak (implementasi Pasal 64 ayat 2 huruf a). 
(2) Pemberian jaminan keselamatan bagi korban baik fisik, 
mental, maupun sosial (implementasi Pasal 64 ayat 3 huruf c). 
2) Ketika saksi VI (korban) memberikan keterangannya dimuka 
persidangan, saksi pertama didampingi oleh ibu kandungnya (duduk 
didampingi ibunya). Pendamping di sini adalah adalah seseorang yang 
atas persetujuan saksi ikut mendampingi saksi di dalam memberikan 
keterangan selama proses penyelesaian perkara pidana. Majelis Hakim 
memberikan ijin tersebut bertujuan untuk : 
a)  Memberikan kenyamanan kepada saksi VI dalam hal penyampaian 
keterangannya dimuka persidangan karena mengingat saksi VI 
masih mengalami trauma. 
b) Majelis memperoleh keterangan yang jelas dan lengkap dari 
korban. Pendampingan oleh ibu korban ini dapat pula sebagai 
pelaksanaan perlindungan bagi korban dalam memperoleh 
pendampingan khusus, jadi tidak perlu harus dengang pendamping 
khusus. Bila korban lebih nyaman dengan ibu korban sendiri dan 
korban menghendakinya, maka pendampingan dapat dilakukan 
oleh keluarganya sendiri dengan catatan tidak mengurangi hak-
haknya sebagai anak korban tindak pidana (implementasi Pasal 64 
ayat 2 huruf b). 
b. Penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa harus melindungi dan 
memperhatikan aspek Korban. 
Berdasarkan Putusan Pengadilan No: 310/Pid.B/ 2007/PN.Ska, 
Penulis menyajikan petikan putusan sebagai berikut : 
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1) Menyatakan Terdakwa Mardiyo Alias Gondes terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
melakukan kekerasan memaksa anak di bawah umur untuk 
melakukan persetubuhan dengannya”; 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan; 
3) Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 
4) Membebankan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu 
rupiah); 
5) Memerintahkan barang bukti berupa : 
a) 1 (satu) buah celana dalam bunga warna merha hijau 
dikembalikan kepada saksi korban Marta Dwi Putri. 
b) 1(satu) buah sarung warna ungu motif kotak-kotak dirampas 
untuk dimusnahkan. 
6) Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. 
Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di 
pengadilan sebagaimana tersebut diatas, tampak cenderung melupakan dan 
meninggalkan korban.  Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut 
umum, terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti 
yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa 
penuntut umum terhadap Terdakwa.  Proses peradilan lebih berkutat pada 
perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang 
dilanggar atau tidak.  Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana 
sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil 
(substantial truth) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan 
perlindungan hak asasi manusia (protection of human right) tidak 
seluruhnya tercapai. 
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Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung 
menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku 
maupun masyarakat. Dengan demikian apabila akan memahami suatu 
tindak pidana menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka 
harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya tindak pidana. 
Seseorang dapat dipidana apabila perbuatan Terdakwa harus 
memenuhi semua unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku tindak 
pidana harus memenuhi unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa wanita, yang bukan isterinya untuk bersetubuh.  Apabila pelaku 
memenuhi unsur tersebut, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak 
pidana perkosaan.  Setelah dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana, 
maka dipertimbangkan pula ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar, 
termasuk cakap hukum maka dikatakan terdakwa memenuhi unsur 
kesalahan sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana.  Akan tetapi sebelum 
penjatuhan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan dari terdakwa baru kemudian dijatuhi pidana. 
Melihat kepada uraian tersebut, maka menurut hemat Penulis, 
masih belum secara optimal memenuhi rasa keadilan, karena tampaknya 
terdapat unsur yang belum dipertimbangkan dalam pemidanaan, yaitu 
unsur korban.  Demi keadilan, selayaknya unsur korban dipertimbangkan 
dalam penjatuhan pidana. Dari hal tersebut tampak bahwa kedudukan 
korban cenderung terabaikan.  Hal ini tidak lepas dari teori, doktrin dan 
peraturan perundang-undangan yang cenderung berorientasi pada pelaku 
daripada berorientasi pada korban (Packer, 1968: 17). Hal ini nampak 
pada : 
1) Pemidanaan belum memperhitungkan unsur keterlibatan korban.  Teori yang 
mendasari untuk mendukung dan memperhitungkan keterlibatan korban dalam 
penjatuhan pidana adalah teori criminal-victim relationship dari Schafer, teori 
tersebut intinya menjelaskan bahwa suatu tindak pidana terjadi karena antar 
hubungan pelaku dan korban (Schafer, 1968: 3-6). 
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2) Perlunya diterapkan restitusi selain pidana penjara.  Pemberian restitusi dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi korban daripada hanya sekedar penjatuhan pidana bagi 
pelaku terutama dalam kasus korban perkosaan.  Restitusi juga bermanfaat bagi 
negara dan pelaku (Doerner & Lab, 1998: 75) 
3) Apabila restitusi terhalang, maka kompensasi dapat diberikan secara alternattif 
maupun kumulatif dengan restitusi kepada korban.  Kompensasi berdasarkan hasil 
kajian beberapa pakar menunjukkan sangat bermanfaat bagi korban seperti yang 
dikemukakan oleh Doerner & Lab, bahwa kompensasi dalam bentuk pemberian 
sejumlah uang dapat dirasakan sebagai obat segala penyakti (pancea) 
(Doerner&Lab,1998: 156) 
Unsur korban selayaknya perlu pula dipertimbangkan dalam 
pemidanaan demi rasa keadilan.  Pemikiran ini perlu peneliti lontarkan 
untuk menjelaskan antara lain istilah pertanggungjawaban (responsibility), 
kealpaan (culpability), kesalahan (guilty), ternyata dapat pula diterapkan 
untuk korban.  Artinya korban juga dapat diposisikan dalam 
pertanggungjawaban, kealpaan maupun kesalahan. 
Syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan dan orang.  Unsur 
perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang 
dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan 
pembenar.  Unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang 
meliputi kemampuan bertanggungjawan dan kesengajaan (dolus) atau 
kealpaan (culpa) serta tidak ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat 
pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana.  Namun sebelum penjatuhan pidana, 
terdapat aspek yang harus dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan 
yang meliputi aspek korban dan aspek pelaku.  Aspek korban meliputi 
kerugian dan/atau penderitaan akibat tindak pidana yang menimpanya, 
serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana  
Kerugian dan/atau penderitaan yang besar dan/atau berat 
merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan 
sebaliknya sedikit dan/atau ringannya kerugian dan/atau penderitaan 
 70 
korban merupakan aspek meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku.  
Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek 
yang dipertimbangkan untuk meringankan pemidanaan bagi pelaku.  
Semakin tinggi derajat kesalahan korban, maka semakin besar 
dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan pemidanaan terdakwa. 
Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan perilaku 
terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana, kepribadian, serta 
komitmen terhadap penyelesaian kasus.  Sikap dan perilaku pelaku 
terhadap korban dilihat apakah pelaku menghargai korban dan menyesali 
perbuatannya, meminta maaf terhadap korban dan memberikan dukungan 
dan/atau bantuan.  Kepribadian pelaku dilihat dari aspek karakter dan 
perilakunya dalam kehidupan keseharian, apakah pelaku pernah atau 
sering melakukan perbuatan tercela atau tidak.  Demikian pula dengan 
perilaku pelaku dalam proses peradilan pidana yang dapat 
dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan atau memberatkan 
pemidanaan.  Setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi dan aspek-aspek 
korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pemidanaan dapat diputuskan.  
Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dikorelasikan dengan terpenuhinya 






B. Hambatan yang Terjadi dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan 
dalam Keluarga Berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Tindak pidana perkosaan yang korbannya masih mempunyai 
hubungan darah dengan terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan 
persidangan di pengadilan tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. 
Setiap tahap pemeriksaan selalu saja terdapat hambatan-hambatan yang dapat 
memperlambat proses pemeriksaan dalam tindak pidana perkosaan yang 
korbannya masih mempunyai hubungan darah dengan terdakwa di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 
1.  Hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan di pengadilan meliputi : 
keadaan psikis saksi yang masih merasa tertekan dan trauma. Dalam 
pemeriksaan sempat tidak hadir sebanyak dua kali pemeriksaan, dengan 
alasan takut dengan terdakwa dan sulit untuk dimintai keterangan dalam 
tahap pemeriksaan di muka sidang. Selain itu Terdakwa dalam 
memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau 
dipahami, mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam 
mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara 
pemeriksaan yang baik dan terperinci. Terdakwa selalu gugup dan 
kebingungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
kepadanya. 
2. Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk 
dimengerti atau dipahami, mengakibatkan petugas mengalami kesulitan 
dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara 
pemeriksaan yang baik dan terperinci. Terdakwa selalu gugup dan 









Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, Penulis kemudian 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Proses pemeriksaan persidangan kasus perkosaan dalam keluarga kaitanya 
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa dalam pemeriksaan 
persidangan kasus tersebut bentuk perlindungan korban lebih banyak 
merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.  
Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada 
perlindungan hukum dan hak asasi korban. Bentuk perlindungan saksi 
korban anak di bawah umur selain dalam pemeriksaan persidangan, juga 
diwujudkan dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Namun dalam 
kasus ini, putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kurang 
memperhatikan aspek keadilan bagi korban. Para pihak terkait antara lain 
Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan 
didukung alat bukti yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas 
tuduhan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa.  Proses peradilan lebih 
berkutat pada perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum 
pidana yang dilanggar atau tidak.  Dalam proses seperti itu tampak hukum 
acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari 
kebenaran materiil (substantial truth) sebagai kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human 
right) tidak seluruhnya tercapai. Hal ini tidak lepas dari teori, doktrin dan 
peraturan perundang-undangan yang cenderung berorientasi pada pelaku 
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daripada berorientasi pada korban. Demi keadilan, selayaknya unsur 
korban dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.  
2. Hambatan yang terjadi pada pemeriksaan persidangan tersebut adalah : 
Keadaan psikis saksi yang masih merasa tertekan dan trauma. Dalam 
pemeriksaan sempat tidak hadir sebanyak dua kali pemeriksaan, dengan 
alasan takut dengan terdakwa dan sulit untuk dimintai keterangan dalam 
tahap pemeriksaan di muka sidang. Selain itu Terdakwa dalam 
memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau 
dipahami, mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam 
mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara 
pemeriksaan yang baik dan terperinci. Terdakwa selalu gugup dan 





















Dari kesimpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa selayaknya dengan 
mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung 
putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:  Pertama, untuk penjatuhan pidana harus 
memenuhi syarat pemidanaan yang meliputi unsur perbuatan dan orang.  
Kedua, apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, namun sebelum penjatuhan 
pidana, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan di luar syarat 
pemidanaan yaitu aspek korban dan aspek pelaku.  Ketiga, setelah semua 
syarat tersebut di atas terpenuhi maka pemidanaan dapat diputuskan.  Jenis 
dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikorelasikan dengan terpenuhinya 
syarat-syarat pemidanaan serta aspek korban dan pelaku. 
2. Patut dipertimbangkan adanya pendamping khusus anak dalam proses 
pemeriksaan persidangan, di samping dapat didampingi oleh orang tuanya. 
Pendampingan dapat dilakukan baik di luar persidangan maupun di dalam 
persidangan dimaksudkan untuk membantu proses rehabilitasi dan 
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